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Bagaimana dasar pengaturan Isbat nikah yang tidak tercatat di 

Indonesia? 

− Apa dasar pengaturan isbat nikah di Indonesia? 

− Bagaimana pendapat bapak mengenai isbat nikah di Indonesia? 

− Bagaimana awal mulanya diberlakukan isbat nikah di Indonesia? 

− Apakah isbat nikah hanya diperuntukkan untuk orang beragama islam? 

− Apa yang menjadi makna dan tujuan diberlakukan isbat nikah di Indonesia?  

Bagaimana pengajuan Isbat nikah yang tidak tercatat di Pengadilan 

Agama Medan Kelas I.A? 

− Apa yang menjadi syarat pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama 

Medan? 

− Peristiwa hukum seperti apa yang dapat dimohonkan isbat nikah di 

Pengadilan Agama Medan? 

− Kapan masa pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan? 

− Bagaimana proses pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan? 

− Bagaimana proses pemeriksaan permohonan isbat nikah di Pengadilan 

Agama Medan? 

Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan 

dan menolak Isbat nikah yang tidak tercatat? 

− Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan 

mengadili permohonan isbat nikah? 

− Apa dasar hukum mengabulkan permohonan isbat nikah oleh hakim? 



 

 

− Apa dasar penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim? 

− Bisa tidak mendapatkan contoh perkara yang dikabulkan dan di tolaknya 

permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Medan? 

 

HASIL WAWANCARA: Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H 

Isbat Nikah adalah mengisbatkan pernikahan masyarakat yang sebelumnya 

belum tercatat. Pengadilan mengeluarkan sebuah penetapan dengan 

mengikuti persidangan di Pengadilan. Untuk Isbat nikah di Indonesia secara 

faktanya tentu sangat dibutuhkan. Di Pengadilan Agama khusus untuk yang 

beragama Islam saja, bagi yang non muslim bisa di catatan sipil setelah 

menempuh prosuder peradilan juga. Bagaimana pengajuan isbat nikah di 

pengadilan agama yaitu sebelum memasukkan permohonan isbat nikah ke 

pangadilan agama medan harus menyiapkan beberapa syarat yaitu surat 

permohonan untuk pengajuan isbat nikah dari masyarakat yang memuat 

identitas pemohon kemudian posita atau alasan hukum mengapa mengajukan 

isbat nikah kemudian petitum itu apa yang dia minta atau apa yang dia tuntut 

dari permohonan itu. Kapan masa pengajuannya yaitu kapan dia 

membutuhkannya atau saat diperlukan. Proses pengajuannya tentu ke 

masyarakat setelah membuat permohonan lalu menghadap PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Medan dengan membawa setidaknya 

identitas diri seperti ktp dan lain-lain untuk membayar biaya perkara dan di 

register. Setelah di register dilakukan penentuan majelis hakim oleh ketua 

pengadilan agama, lalu penentuan hari sidang oleh majelis hakim yang 

ditunjuk, setelah itu dipanggil untuk persidangan dan di proses dalam 

persidangan dengan membawa bukti yang mana bukti saksi dan bukti 

dokumen lainnya yang dibutuhkan saat persidangan. Bagaimana pemeriksaan 

permohonannya yaitu  dikonfirmasi ke pihaknya dulu kemudian pihaknya 



 

 

disuruh pembuktian tertulis atau secara saksi. Bagaimana peran hakim dalam 

mengabulkan atau menolak, tentu jika perkara itu sudah masuk ke pengadilan 

setelah proses persidangan, hakim akan menilai dan menimbang dan 

seterusnya memutuskan perkara itu, apakah diterima atau ditolak itu 

tergantung kasusnya, apabila terbukti dan kemudian memenuhi syarat formil 

dan  materilnya akan terkabulkan. Apabila tidak terbukti atau tidak memenuhi 

syarat formil dan materilnya maka bisa jadi ditolak atau tidak dikabulkan.  

 


